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       LAMPIRAN I 
       PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
       NOMOR  :  125/PMK.010/2015 
       TENTANG  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 
TENTANG TATA CARA PERTUKARAN 

INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) 
 
 
 
 

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN 
 
 
A.  Permintaan Informasi kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
 
 1.  Pengajuan Permintaan Informasi oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

  a.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan Informasi menyampaikan 

usulan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk dilakukan permintaan Informasi kepada 
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  b.  Usulan untuk dilakukan permintaan Informasi yang diajukan oleh unit di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memuat hal-hal sebagai berikut: 

   1) identitas Wajib Pajak dalam negeri yang sedang dimintakan Informasi terkait dengan 

masalah perpajakan, yaitu nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 
alamat Wajib Pajak (termasuk e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   2)  identitas Wajib Pajak luar negeri, termasuk entitas luar negeri yang dimintakan 

Informasi, antara lain nama, Tax Identification Number (TIN), nomor registrasi usaha 
(jika diketahui), dan alamat (termasuk e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   3)  hubungan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Wajib 

Pajak luar negeri, termasuk entitas luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2), 
terkait dengan masalah perpajakan, dengan mencantumkan bagan atau diagram 
organisasi atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang 
terlibat, seperti skema transaksi; 

   4)  dalam hal Informasi yang diminta menyangkut pembayaran atau transaksi melalui 

perantara, mencantumkan identitas perantara dimaksud antara lain nama perantara, Tax 
Identification Number (TIN), nomor registrasi usaha (jika diketahui), identitas rekening 
bank (nama pemilik, nomor rekening bank, dan/atau nama bank (jika ada)) dan alamat 
(termasuk e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   5)  penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan permintaan Informasi; 

   6)  Informasi yang diminta, disertai dengan alasan permintaan Informasi; 

   7)  jenis pajak yang dipertanyakan; 

   8)  masa pajak dan/atau tahun pajak yang dipertanyakan; 

   9)  hal-hal yang patut dicurigai sehingga perlu dimintakan Informasi; 

   10)  hal-hal yang mendasari unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa 

Informasi dimaksud dimiliki atau merupakan wewenang pihak Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra yang dimintakan Informasi; 

   11)  kesegeraan dipenuhinya permintaan Informasi, dengan menyebutkan alasan kesegeraan 

dimaksud; 

   12)  dalam hal Informasi dimaksud terdapat batas waktu penggunaan, perlu mencantumkan 

tanggal saat Informasi dimaksud terlampaui batas waktu penggunaannya dan/atau tidak 
dapat lagi digunakan; 

   13)  upaya yang telah dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mencari Informasi di dalam negeri yang membuktikan bahwa Informasi dimaksud tidak 
ditemukan; 

   14)  dalam hal Informasi yang diperlukan terkait dengan Informasi di bidang perbankan, perlu 

dicantumkan identitas rekening bank (nama pemilik, nomor rekening bank, dan/atau 
nama bank (jika ada)); dan 

   15)  identifikasi Informasi yang relevan yang dimiliki oleh unit di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak (jika ada), antara lain fotokopi faktur dan kontrak. 

 
 2.  Penelitian pengajuan permintaan Informasi 

  a. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian atas usulan untuk dilakukan permintaan 

Informasi yang diajukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

  b.  Terhadap usulan untuk dilakukan permintaan Informasi yang telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan 
surat permintaan Informasi kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  c.  Dalam hal usulan untuk dilakukan permintaan Informasi belum memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan 
surat kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berisi permintaan untuk 
melengkapi usulan permintaan Informasi dimaksud. 

  d.  Dalam hal permintaan Informasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (5), Direktur Peraturan Perpajakan II tidak menindaklanjuti usulan untuk dilakukan 
permintaan Informasi dimaksud dan memberitahukan kepada unit di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang meminta Informasi. 
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 3.  Pemanfaatan Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

  a.  Direktur Peraturan Perpajakan II menerima Informasi yang disampaikan oleh Otoritas Pajak 

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  b.  Atas Informasi yang disampaikan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan 
Informasi kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta Informasi. 

  c.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak membuat laporan hasil pemanfaatan Informasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur 
Peraturan Perpajakan II. 

  d.  Berdasarkan laporan hasil pemanfaatan Informasi dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan 
surat kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra yang berisi mengenai hasil 
pemanfaatan atas Informasi yang diterima. 

 

B.  Permintaan Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

 
 1.  Penelitian atas permintaan Informasi 

  a.  Direktur Peraturan Perpajakan II menerima surat permintaan Informasi dari Otoritas Pajak 

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  b.  Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian mengenai validitas dan kelengkapan 

atas surat permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

  c.  Penelitian mengenai validitas permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b 

mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). 

  d.  Penelitian mengenai kelengkapan permintaan Informasi, antara lain berupa pengujian atas : 

   1)  memadai atau tidaknya permintaan Informasi untuk mengidentifikasi Wajib Pajak terkait 
dengan permintaan Informasi; dan 

   2)  memadai atau tidaknya permintaan Informasi untuk memahami permintaan Informasi 
secara keseluruhan. 

  e.  Dalam hal surat permintaan Informasi tidak valid dan/atau tidak lengkap, Direktur Peraturan 

Perpajakan II menyampaikan surat kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
yang berisi klarifikasi atas permintaan Informasi tersebut. 

  f.  Untuk permintaan Informasi yang telah valid dan lengkap, Direktur Peraturan Perpajakan II 

melakukan akses Informasi pada aplikasi pemanfaatan Informasi yang ada, sesuai dengan 
kewenangan akses Informasi Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  g.  Untuk permintaan atas Informasi yang telah tersedia pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf f, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan surat jawaban permintaan Informasi 
kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  h.  Dalam hal permintaan Informasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (5), Direktur Peraturan Perpajakan II tidak menindaklanjuti permintaan Informasi 
dimaksud dan memberitahukan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

 
 2.  Penyampaian permintaan Informasi kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

  a. Dalam hal Informasi yang diminta: 

   1)  telah tersedia pada aplikasi pemanfaatan Informasi namun Direktur Peraturan 
Perpajakan II tidak dapat mengakses Informasi tersebut; dan/atau 

   2)  tidak tersedia pada aplikasi pemanfaatan Informasi, Direktur Peraturan Perpajakan II 
meminta Informasi dimaksud kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait. 

  b.  Dalam hal terdapat surat permintaan Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi 
Mitra yang disampaikan secara langsung kepada unit selain Direktorat Peraturan Perpajakan II, 
unit tersebut menyampaikan surat permintaan Informasi dimaksud kepada Direktur Peraturan 

Perpajakan II. 

  c.  Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf b kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait. 

  d.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c 
menindaklanjuti penyampaian permintaan Informasi dari Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  e. Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan Informasi yang dimintakan 
kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  f.  Dalam hal unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak : 

   1)  belum dapat sepenuhnya memberikan Informasi yang dimintakan, unit dimaksud 
menyampaikan Informasi yang telah diperoleh beserta laporan status tindak lanjut 
permintaan Informasi yang belum dapat diberikan; 

   2)  belum dapat memberikan Informasi yang dimintakan, unit dimaksud menyampaikan 
laporan status tindak lanjut permintaan Informasi yang belum dapat diberikan. 

  g.  Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f angka 1) antara lain berisi: 

   1)  identitas Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri; 
   2)  masa pajak dan/atau tahun pajak; 
   3)  Informasi yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk fotokopi dokumen 

pendukung dan Informasi lain yang tidak secara khusus diminta tetapi berhubungan 
dengan Informasi yang diminta; 

   4)  langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan Informasi tersebut; 
   5)  penjelasan dalam hal Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang 

diminta; dan/atau 
   6)  untuk Informasi yang berkaitan dengan uang, dicantumkan mata uang, keterangan 

apakah nilai tersebut sudah dipotong/dipungut pajak, tarif pemotongan/pemungutan 
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pajak, dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut. 
 
 3.  Penyampaian Informasi kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

  a.  Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti : 

   1)  pemberian Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf e; 
   2)  pemberian Informasi dan penyampaian laporan status tindak lanjut permintaan Informasi 

sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf f angka 1); 
   3)  penyampaian laporan status tindak lanjut permintaan Informasi sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2 huruf f angka 2). 

  b.  Dalam hal pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) telah sesuai 
dengan yang dimintakan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur 
Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi dimaksud kepada Otoritas Pajak Negara 

Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  c.  Dalam hal pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) telah sesuai 
dengan yang dimintakan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur 

Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi dimaksud beserta status tindak lanjut 
Informasi yang belum dapat dipenuhi kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  d.  Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c antara lain : 

   1)  identitas Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri; 
   2)  masa pajak dan/atau tahun pajak; 
   3)  Informasi yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk fotokopi dokumen 

pendukung dan Informasi lain yang tidak secara khusus diminta tetapi berhubungan 
dengan Informasi yang diminta; 

   4)  langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan Informasi tersebut; 
   5)  penjelasan dalam hal Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang 

diminta; dan/atau 
   6)  untuk Informasi yang berkaitan dengan uang, dicantumkan mata uang, keterangan 

apakah nilai tersebut sudah dipotong/dipungut pajak, tarif pemotongan/pemungutan 
pajak, dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut. 

  e.  Dalam hal Informasi yang dimintakan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
belum dapat diberikan, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan status tindak lanjut 
permintaan Informasi dimaksud kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  f.  Atas penyampaian hasil pemanfaatan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf 
c dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II 
menyampaikan hasil pemanfaatan Informasi dimaksud kepada unit di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak yang memberikan Informasi. 
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       LAMPIRAN II 
       PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
       NOMOR  :  125/PMK.010/2015 
       TENTANG  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 
TENTANG TATA CARA PERTUKARAN 

INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) 
 
 
 

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN 
 

 
A.  Pertukaran Informasi secara spontan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
 
 1.  Pengajuan Informasi oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pertukaran 

Informasi secara spontan 

  a.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh/menerima data konkret dari 

Wajib Pajak atau pihak lain termasuk data konkret yang berasal dari kegiatan : 
   1)  pengawasan kepatuhan perpajakan; 
   2)  analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima 

oleh Direktorat Jenderal Pajak; 
   3)  verifikasi; 
   4)  pemeriksaan; 
   5)  penagihan; 
   6)  pemeriksaan bukti permulaan; 
   7)  penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 
   8)  pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; 
   9)  keberatan; 
   10)  banding; 
   11)  peninjauan kembali; atau 
   12)  prosedur persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedure), atau kesepakatan harga 

transfer (Advance Pricing Agreement),  
   terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan menemukan data konkret tersebut 

bermanfaat bagi Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, menyampaikan Informasi dimaksud kepada 
Direktorat Peraturan Perpajakan II. 

  b.  Informasi yang disampaikan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
   1)  identitas Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan masalah perpajakan, yaitu nama 

Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak (termasuk 
e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   2)  identitas Wajib Pajak luar negeri, termasuk entitas luar negeri, yaitu antara lain nama, 
Tax Identification Number (TIN), nomor registrasi usaha (jika diketahui), dan alamat 
(termasuk e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   3)  dalam hal Informasi menyangkut pembayaran atau transaksi melalui perantara, 
mencantumkan identitas perantara dimaksud yaitu antara lain nama perantara, Tax 
Identification Number (TIN), nomor registrasi usaha (jika diketahui), identitas rekening 

bank (nama pemilik, nomor rekening bank, dan/atau nama bank (jika ada)) dan alamat 
(termasuk e-mail atau situs internet (jika diketahui)); 

   4)  dalam hal Informasi terkait dengan Informasi di bidang perbankan, perlu dicantumkan 
identitas rekening bank (nama pemilik, nomor rekening bank, dan/atau nama bank (jika 
ada)); 

   5)  alasan pentingnya Informasi tersebut bagi Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra penerima 
Informasi; 

   6)  untuk Informasi yang berkaitan dengan uang, dicantumkan mata uang, keterangan 
apakah nilai tersebut sudah dipotong/dipungut pajak, tarif pemotongan/pemungutan 
pajak, dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut; 

   7)  penjelasan mengenai cara memperoleh Informasi dan sumber Informasi dimaksud. 

 
 2.  Tindak lanjut atas Informasi dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

  a.  Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian atas Informasi yang disampaikan oleh 

unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

  b.  Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi yang memenuhi ketentuan Pasal 6 
ayat (3) kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  c.  Dalam hal Informasi yang diberikan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Direktur Peraturan 
Perpajakan II tidak menyampaikan Informasi dimaksud dan memberitahukan kepada unit di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

  d.  Atas penyampaian hasil pemanfaatan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dari 
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II 

menyampaikan hasil pemanfaatan Informasi dimaksud kepada unit di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang memberikan Informasi. 

 

B. Pertukaran Informasi secara spontan dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

 
 1.  Penelitian atas Informasi yang diterima dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

  a.  Direktur Peraturan Perpajakan II menerima dan meneliti Informasi, secara spontan dari 
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Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  b.  Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Pajak Negara 

Mitra atau Yurisdiksi Mitra bahwa Informasi yang disampaikan telah diterima. 

  c.  Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Informasi secara spontan kepada unit di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memanfaatkan Informasi tersebut. 
 
 2.  Pemanfaatan Informasi oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

  a.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis dan pengembangan, penelitian, 

verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan Informasi yang diterima dari Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  b.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan hasil pemanfaatan 

Informasi kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  c.  Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan hasil pemanfaatan Informasi dari unit di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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       LAMPIRAN III 
       PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
       NOMOR  :  125/PMK.010/2015 
       TENTANG  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 
TENTANG TATA CARA PERTUKARAN 

INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) 
 
 
 
 

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS 
 
 
A.  Pertukaran Informasi secara otomatis kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
 
 1.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola dan mengadministrasikan Informasi 

terkait data pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak 

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) harus memberikan 
Informasi tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
: 

  a)  P3B; 

  b)  Konvensi; 

  c)  Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or 

Bilateral Competent Authority Agreement); 

  d)  Persetujuan antar Pemerintah (Intergovernmental Agreement/IGA); atau 

  e)  Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. 

 
 2.  Otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) memberikan Informasi keuangan 

nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan 
II selaku pejabat yang berwenang atau competent authority di Indonesia. 

 

 3.  Atas Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada butir 1, Direktur Peraturan Perpajakan II 
melakukan penelitian dan menyampaikan Informasi tersebut kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra. 

 
 4.  Atas Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada butir 2, Direktur Peraturan Perpajakan II 

melakukan penelitian dan menyampaikan Informasi tersebut kepada: 

  a.  Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan 

  b.  unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola dan mengadministrasikan 

Informasi perpajakan. 
 
 5.  Dalam hal Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra memanfaatkan Informasi yang diterima, 

dan menyampaikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II mengenai laporan hasil pemanfaatan 
Informasi dimaksud, Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan laporan pemanfaatan Informasi 
dimaksud kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola dan 
mengadministrasikan Informasi perpajakan. 

 

B.  Pertukaran Informasi secara otomatis dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

 
 1. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima Informasi secara otomatis dari otoritas Pajak Negara Mitra 

atau Yurisdiksi Mitra. 
 

 2.  Atas Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana 
dimaksud pada butir 1, Direktur Peraturan Perpajakan II : 

  a.  menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra bahwa Informasi telah diterima; 

  b.  melakukan penelitian atas Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

  c.  berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan Informasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang 
mengelola dan mengadministrasikan Informasi perpajakan. 

 
 3.  Atas Informasi yang diterima dari Direktur Peraturan Perpajakan II sebagaimana dimaksud pada butir 

2 huruf c, unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola dan mengadministrasikan 
informasi perpajakan : 

  a.  mengadministrasikan Informasi tersebut sesuai dengan pedoman administrasi pembangunan, 

pemanfaatan, dan pengawasan data; 

  b.  mendistribusikan Informasi yang diterima kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

yang dapat memanfaatkan Informasi tersebut. 
 
 4.  Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan Informasi sebagaimana dimaksud 

pada butir 3 huruf b, menyampaikan laporan hasil pemanfaatan Informasi kepada: 

  a.  unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola dan mengadministrasikan 

Informasi perpajakan; dan 

  b.  Direktur Peraturan Perpajakan II. 
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 5.  Atas penyampaian laporan hasil pemanfaatan Informasi dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 4, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan 
pemberitahuan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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       LAMPIRAN IV 
       PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
       NOMOR  :  125/PMK.010/2015 
       TENTANG  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 
TENTANG TATA CARA PERTUKARAN 

INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION) 
 
 
 
 

TATA CARA PELAKSANAAN TAX EXAMINATION ABROAD 
 
 
A.  Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
 
 1.  Usulan tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

  a. Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan usulan tax examination abroad 

kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  b.  Usulan tax examination abroad kepada Direktur Peraturan Perpajakan II sebagaimana 

dimaksud pada huruf a harus memuat hal-hal sebagai berikut: 
   1)  referensi surat terkait permintaan Informasi kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 

surat terkait Pertukaran Informasi secara spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 
atau surat terkait Pertukaran Informasi secara otomatis dari Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra; 
   2)  alasan pengajuan usulan tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
   3)  hasil penelitian bahwa tax examination abroad merupakan satu-satunya metode atau 

cara yang harus ditempuh; dan 
   4)  hasil penelitian bahwa terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran 

pajak, pengelakan pajak, atau semata-mata hanya untuk memanfaatkan fasilitas P3B di 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan/atau di Indonesia. 

  c.  Terhadap usulan tax examination abroad sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur 

Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian mengenai : 
   1)  pemenuhan ketentuan Pasal 10 ayat (1); 
   2)  kesesuaian antara usulan tax examination abroad dengan ketentuan dalam P3B, TIEA, 

Konvensi, atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya; dan 
   3)  pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersama-sama dengan 

unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait. 

  d.  Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Peraturan 
Perpajakan II menentukan tax examination abroad disetujui atau ditolak. 

  e.  Terhadap usulan tax examination abroad yang disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II 

menyampaikan permintaan secara tertulis mengenai tax examination abroad kepada Otoritas 
Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  f.  Dalam hal usulan tax examination abroad ditolak, Direktur Peraturan Perpajakan II 

menyampaikan surat penolakan kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang 
menyampaikan usulan tax examination abroad dengan menyebutkan alasan penolakan. 

 

 2.  Tindak lanjut penyampaian permintaan tax examination abroad kepada Otoritas Pajak Negara Mitra 
atau Yurisdiksi Mitra 

  a.  Terhadap permintaan tax examination abroad yang disetujui oleh Otoritas Pajak Negara Mitra 

atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II : 
   1)  menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak usulan pembentukan tim dalam rangka 

pelaksanaan tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
   2)  melakukan koordinasi dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk 

menentukan tata cara dan waktu pelaksanaan tax examination abroad. 

  b.  Terhadap permintaan tax examination abroad yang tidak disetujui oleh Otoritas Pajak Negara 

Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan 
kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menyampaikan usulan tax 
examination abroad, dengan tembusan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait. 

 

B.  Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad yang diajukan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra 
 
 1.  Penelitian atas permintaan tax examination abroad yang diajukan Otoritas Pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra 

  a.  Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengajukan permintaan tax examination 

abroad kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. 

  b.  Atas permintaan tax examination abroad sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur 

Peraturan Perpajakan II : 
   1)  melakukan penelitian mengenai kesesuaian dengan ketentuan P3B, TIEA, Konvensi, atau 

perjanian bilateral maupun multilateral lainnya; dan 
   2)  bersama dengan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait, melakukan 

penelitian apakah permintaan tax examination abroad dapat dilakukan melalui 

pemeriksaan untuk tujuan lain. 

  c.  Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Peraturan 
Perpajakan II menentukan permintaan tax examination abroad disetujui atau ditolak. 
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  d.  Terhadap tax examination abroad yang disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II 
menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

  e.  Terhadap tax examination abroad yang ditolak, Direktur Peraturan Perpajakan II 

menyampaikan penolakan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
 
 2.  Tindak lanjut atas permintaan tax examination abroad 

  a.  Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka menindaklanjuti permintaan tax examination 

abroad dilakukan dengan melibatkan wakil dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi 
Mitra. 

  b.  Keterlibatan wakil dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dilakukan dengan status sebagai pendamping tim pemeriksa pajak. 

  c.  Dalam mendampingi tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, melalui tim 

pemeriksa pajak, wakil dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat: 
   1)  meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang terkait dengan Informasi yang 

dimintakan; 
   2)  mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang terkait dengan Informasi yang 

dimintakan; 
   3)  meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau 

   4)  meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana 
pemeriksaan. 
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